 PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAHM TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Hﬁﬂiﬂh&ug : bahwa umtuk meningkatkan daya tampung Taman Kanak- _knnak .{TK],
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan ngka,t
Alas (SLTA) dipandang perlu menctapkan pembukaan dan penegerian
sekolah tahun pelajaran 1992/19913.

Mengingal 1 1. Undang-undang Nomer 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Taliun 1990,
b. Nomor 28 Tahun [990;
e, Nomor 29 Tahun 990,
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 44 Tahun 1974
' b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 67 Tahun
1992;
¢. Nomor 29 Tahun 1984 scbagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
d. Nomor 96/M Tahun 1993,
4. Keputusan Menteni Pendidikan dan Kebudayaan

a. Nomor 0296/0/1978 tanggal 2 Seplember 1978,
b. Nomor 0370/0Q/1978 tanggal 22- Desember [978;
¢. Nomor 0371/0/1978 1anggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/C/1979 tanggal 26 Mei 1979:
e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980:
[. Nomor 087/0O/1983 tanggal 28 Februan  1983;
g. Nomor 0172/0/1983 tanggal 14 Maret 1983:
h. Nomor 0173/0/1983 tangeal 14 Marot 1983;
i. Nomor 0262/0/1984 tanppal 14 Juni 1984,
J. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
k

k. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987,

ujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatus Negara dengan sk ral

B-798/1/1993 tanggal 10 Agustus 1993.




':c. Numur 93'?"@.-'19?! laqgga.l 22 ﬂm’bﬂ' 1978,
~d, Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979,
(2) Bagan organisasi TK, SLTF, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalaim
dikwm "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
N Lampiran 11, Lampiran 11, dan Lampiran 1V Keputusan ini.

. Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
| Kebudayaan di propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama’
i bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah pada
masing-masing propinsi dibebankan pada mala anggaran sebagaimana
tercantum dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini.

: Kelima ¢ Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah ;
a. TK Negeri 60 buah;
b. SMP Negeri 8.119 buah;
€. SMA Negeri 2.259 buah;
d. SMIK Negeri 20 buah;
c. SMPS Negeni 15 buah;
f. SMEA Negeri 340 buah,
g. STM  Negeri 174 buah;
h. SMT Pertanian Negen 34 buah,

lerdapat di 27 (dua puiub tujuh) propinsi di Indonesia

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada anggal 1 April 1993,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN '

ttd.

Dy.-Ing. Wardiman Djojonegoro
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12.

Mardiyah | %

i ¥ g bt Rliler _ L)

s Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
r Jenderal Departemen Pendidikan dun Kebudayaan, el
Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Kepala Badan Penclitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kﬁhudnfﬂ_lil:"
Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
Kepala Biro, Direktur, Kepola Pusat, dan Inpektur dalam lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan;
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh
Indonesia;
Gubernur Kepala Daerah Tingkut I di seluruh Indonesia:
Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
Badan Pemeriksa Keuangan,
Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang<undap gan,

!

>, 130 344 753
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2 Kaledupa Kabupaten Buton
2. SMP Negeri | - Kabawo Kabupaten Muna
3. SMP Negen 3 - Mowewe Kabupaten Kolzska
Maowewe I
SMP Negeri | L~ - Poasia Kabupaten Kendari
Poasia
5. SMP Negeri 2 = Soropia Kabupaten Kendar:
Soropia
6. SMP Negen 4 - Tinangges Ksbupaten Kendari
Tinanggea
|7. sma Negeri 1 = Lambuya Kabupaten Kendan
Lambuya
8. SMA Nezeri | -~ Watubangga Kabupaten Kolaka
Watubangga
9. SMA Negen | SMA PGRI Sampara
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